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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen perusahaan melakukan tax planning. Studi empiris 

dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang tedaftar di KPP Malang Utara. 

Jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 

responden yang memenuhi kriteria sampel. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini secara simul- tan variabel 

kebijakan perpajakan, undang-ungang perpajakan, administrasi perpajakan, 

loopholes dan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax 

planning. Sedangkan secara parsial 1) Variabel kebijakan perpajakan secara 

parsial berpengaruh sig- nifikan dan positif terhadap tax planning, 2) Variabel 

undang-ungang perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap tax planning. 3) Var- iabel administrasi perpajakan secara parsial 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax planning, 4) Variabel loopholes 

secara parsial berpengaruh signif- ikan dan positif terhadap tax planning, 5) 

Variabel tarif pajak secara par- sial berpengaruh negatif terhadap tax planning.  

Kata kunci: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi 

perpajakan, loopholes, tarif pajak, tax planning. 
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ABSRACT 

This study was conducted to analyze the factors that influence the 

company's management to do tax planning. Empirical studies in this study are 

registered taxpayers at KPP North Malang. The number of samples that can be 

used in this study were 96 respondents who met the sample criteria. In this study 

using multiple regression analysis method. The results of this study 

simultaneously variable tax policy, tax law, tax administration, loopholes and tax 

rates simultaneously have a significant effect on tax planning. While partially 1) 

The tax policy variable partially has a significant and positive effect on tax 

planning, 2) The tax law variable partially has a significant and positive effect on 

tax planning. 3) The tax administration variable partially has a significant and 

positive effect on tax planning, 4) The loopholes variable partially has a 

significant and positive effect on tax planning, 5) The tax rate variable partially 

has a negative effect on tax planning. 

Keywords: tax policy, tax law, tax administration, loopholes, tax rates, tax 

planning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah 

negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan 

mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, 

tentram dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan 

nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang 

besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Untuk dapat 

mewujudkan tujuan itu memerlukan banyak perhatian masalah pembiayaan 

bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan 

menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak 

(Waluyo, 2017:2). 

Secara umum, Pajak merupakan iuran yang wajib masyarakat 

bayarkan kepada negara, disimpan sebagai kas negara yang akan di 

pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga salah satu sumber 

yang menjadi pendapatan negara yang akan dimanfaatkan sebagai 

pembiayaan dalam pembangunan negara itu sendiri. Berdasarkan (UU 

Perpajakan No. 28 Tahun 2007) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terhitung. Oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban 
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untuk lebih meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yang berasal 

dari pajak. 

Hal ini terlihat dari tingkat realisasi pendapatan negara dari tahun 

2019 sampai dengan tahun 2021,  yang mana pada tahun 2019 penerimaan 

negara dari sektor pajak sebesar Rp. 1.546.141,90 M dan penerimaan negara 

bukan pajak hanya sebesar Rp. 408.994,30 M sementara  realisasi 

penerimaan pajak tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 1.404.507.50 M dan Rp. 

1.444.541,60 M dengan penerimaan bukan pajak masing-masing sebesar 

Rp.294.141,00 M dan Rp. 298.204,20 M (https://www.bps.go.id). Dari 

uraian tersebut dapat mengetahui dan melihat perkembangan sektor pajak 

dari tahun 2019 sampai 2020 bahwa negara mengalami fluktuasi, dan 

kenaikan pada tahun 2021. Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan 

pemahaman tentang pajak dan kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan 

dan membayar kewajibannya. Pengeluaran-pengeluaran rutin serta 

pembiayaan pembangunan nasional negara kita dipengaruhi oleh besarnya 

pajak sebagai penerimaan negara. Ini sebabnya penerimaan pajak 

merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara kita, namun 

hal ini sangat bertolak belakang bagi perusahaan.  

Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggungnya merupakan biaya 

yang mengurangi keuntungan perusahaan. Semakin tinggi pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan, semakin rendah laba yang akan dihasilkan. 

Dalam subjek pajak dibagi menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib 

pajak badan. Wajib pajak badan adalah wajib pajak yang harus dibayar oleh 

suatu badan atau organisasi pemerintah. Perusahaan merupakan wajib pajak 

https://www.bps.go.id/
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badan yang wajib membayar pajak penghasilan pribadi (PPh) atas 

penghasilan kena pajak (PKP). setiap tahun. Timbulnya beban pajak 

tersebut, akan membuat wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban 

pajak dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih ada dalam bingkai 

peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan 

(Anissa dan Handayani, 2015). 

Fenomena yang terjadi adalah perusahaan atau wajib pajak 

melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang 

terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus 

mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Fad’aq (2013) mengatakan bahwa upaya untuk 

menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan 

perencanaan pajak (tax planning) atau (tax sheltering). Perencanaan pajak 

merupakan langkah awal dalam manajemen pajak atau penghematan pajak. 

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui 

manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba. Manajemen pajak 

dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu salah satunya 

perencanaan pajak (Tax Planning).  

Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak 

lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2018:371). 
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Perencanaan pajak (tax planning) dapat dilakukan dengan  menggunakan 

cara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran  pajak (tax 

avoidance). Sepintas kedua cara tersebut memiliki konotasi yang sama 

sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi ada beberapa hal yang 

membedakan keduanya. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak 

yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti 

memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. 

Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak 

yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan 

perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun 

potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal 

yang belum diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (lawfull 

dan sensible) (Suandy: 2011: 11).  

Seperti yang diungkapkan di atas, cara yang diperkenankan untuk 

melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (tax avoidance). 

Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk 

meminimalkan beban pajak dan menunda selambat mungkin pajak untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Fad’aq: 2013). Ada lima 

kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan tax planning sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh (Handayani dan Suandy, dikutip dalam 

Hamadah, 2010) yakni: (1) Kebijakan Perpajakan adalah kebijakan 

perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan 

yang berlaku. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di 

Indonesia dilandasi oleh pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung 
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dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (self 

assessment system). Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga akan 

membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan 

tax planning dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan 

perusahaan. (2) Undang-Undang Pepajakan pada kenyataannya dimanapun 

tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara 

sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak 

untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk 

digunakan merencanakan pajak yang baik. (3) Administrasi Perpajakan, hal 

ini yang mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak 

dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena 

adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu 

luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih 

belum efektif. (4) Loopholes, salah satu tujuan perusahaan pasti untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) 

dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan memperoleh 

laba maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum, maka perusahaan 

akan melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin tanpa melanggar 

undang-undang pajak. (5) Tarif Pajak, dengan adanya perbedaan tarif pajak 

atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar 

beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat dilakukan untuk 

menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu 

dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban. Dimana semakin 
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besar tarif pajak maka semakin besar motivasi manajemen perusahaan 

melakukan tax planning. 

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait tax planning telah dilakukan  

Sudirman (2018), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, 

loopholes, dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu pada lokasi tempat penelitian dan salah satu variabel independen yang 

digunakan terhadap perencanaan pajak. 

Dengan perencanaan pajak yang baik perusahaan dapat mengelola 

cashflow dengan optimal khususnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang 

berkaitan dengan pajak, perencanaan pajak yang baik juga akan 

meminimalkan resiko perpajakan jika ada pemeriksaan pajak. Dengan 

uraian diatas tax planning merupakan isu penting yang menarik untuk 

diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang 

menitikberatkan pada peningkatan laba.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada 

Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Malang Utara) “  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Apakah Kebijakan 
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Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, 

Loopholes, dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Tax Planning?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan, 

undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif 

Pajak terhadap pelaksanaan tax planning. 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bacaan dan 

dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dibidang 

akuntansi perpajakan tentang perencanaan pajak yang dilakukan 

oleh wajib pajak badan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

dan referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya yang berminat atau 

berkaitan dengan sektor perpajakan terutama tentang perencanaan 

pajak.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi terkait 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau 

masukan di kantor pelayanan pajak malang utara dalam mengambil 

keputusan untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik terhadap 

wajib pajak yang membayar pajaknya. 

b. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

informasi bagi perusahaan yang ingin melakukan ataupun sudah 

melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar aturan atau 

undang-undang perpajakan yang berlaku 

c. Bagi pemerintah 

 Diharapkan penelitian ini dapat  memberikan pengetahuan penting 

bagi para pembuat peraturan perpajakan dalam menetapkan kebijakan 

perpajakan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kewajiban perpajakan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan 

Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, 

Loopholes dan Tarif Pajak terhadap Tax Planning. Dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda, adapun kesimpulan yang dapat diambil 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan, 

Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Loopholes 

dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Tax Planning 

2. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan 

berpengaruh positif terhadap Tax Planning 

3. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Undang-Undang 

Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tax Planning 

4. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Administrasi Perpajakan 

tidak berpengaruh terhadap Tax Planning 

5. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Loopholes tidak 

berpengaruh terhadap Tax Planning 

6. Secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh 

positif terhadap Tax Planning 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian terdapat keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara atau 

pertanyaan lisan sehingga tidak dapat mengetahui keadaan 

sesungguhnya di lapangan. 

2. Pada penelitian ini variable yang digunakan terbatas pada kebijakan 

perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, 

loopholes dan tarif pajak yang mempengaruhi tax planning. 

3. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 96 responden, 

tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan 

sesungguhnya. 

5.2 Saran  

Dalam penelitian ini peneliti memiliki saran bagi penelitian 

selanjutnya. Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan metode 

wawancara atau pertanyaan lisan agar  data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diharapkan (dilapangan). 

2. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat mencari variabel lain yang 

memiliki hubungan erat dalam memotivasi manajemen dalam 

perencanaan pajak, selain variabel Kebijakan Perpajakan, Undang-

Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Loopholes dan Tarif 

Pajak, seperti menambahkan variabel sanksi administrasi dan moral 

wajib pajak. 
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3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti melakukan penelitian 

di area yang lebih luas, seperti kanwil-kanwil yang berada dalam 

wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga lebih dapat di 

generalisasikan. 
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